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ABSTRAK

Pilkada serentak nasional tahun 2024 berdampak pada kosongnya jabatan
kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/walikota. Sebanyak 271 daerah yang
mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Dalam masa kekosongan jabatan
tersebut, pemerintah mengambil tindakan dengan mengangkat penjabat kepala
daerah untuk memastikan roda pemerintahan pada suatu tetap berjalan hingga
dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024. Namun penunjukan penjabat kepala
daerah menbulkan polemik di masyarakat, karena penunjukan secara sepihak tanpa
melibatkan masyarakat dan menyalahi demokrasi sehingga rawan terjadi
penyalahgunaan wewenang. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji
bagaimana analisis Siyasah Syar’iyah terhadap penunjukan penjabat kepala daerah
di masa kekosongan jabatan kepala daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif),
yaitu penelitian pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama
dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan sifar
penelitian deskiriptif yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan
konseptual (conseptual approach). Kemudian data penelitian dihimpun melalui
pembacaan teks selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis menggunakan teori
hughq ar-rai iyah dari ilmu siyasah syariyah.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pilkada serentak 2024 menimbulkan
beberapa dampak, yakni pilkada serentak 2024 menimbulkan potensi kecurangan
yang dilakukan oleh oknum pemerintahan demi kepentingan individu ataupun
kelompoknya, karena penjabat ditunjuk oleh pemerintahan pusat tanpa ada
pertisipasi masyarakat sama sekali. Selain itu, juga akan berpengaruh pada kualitas
demokrasi di Indonesia yang disebabkan banyaknya dareah yang dipimpin oleh
kepala daerah. 2) Dalam konsep siyasah syar’iyah terdapat korelasi dan deferensiasi
terhadap pengangkatan kepala daerah. Kolerasi penunjukan kepala daerah dengan
siyasah syar’iah diantaranya, penunjukan diperlukan karena untuk mendindari
adanya kekosongan jabatan kepala daerah sesuai dengan siyasah syar’iyah.
Sedangkan defensiasi penunjukan kepala daerah terletak pada mekanisme
penetapan dan penunjukan penjabat kepala daerah yang tidak sesuai dengan huquq
ar-rai’yah. Dimana terdapat pembatasan hak-hak dari masyarakat dalam
menentukan pemimpin daerahnya.

Kata Kunci: Pilkada serentak, Kepala Daerah, Siyasah Syar’iyah



ABSTRACT

The simultaneous national regional elections in 2024 will have an impact
on the vacancy of regional head positions, both governors and regents/mayors. A
total of 271 regions experienced vacancies in regional head positions. During this
vacancy period, the government took action by appointing regional head officials
to ensure that the wheels of government would continue to run until the 2024
simultaneous local elections were held. However, the appointment of regional head
officials caused polemics in the community, because the appointment unilaterally
did not involve the community and violated democracy so that prone to abuse of
power. From the description above, the author is interested in examining how
Siyasah Syar'iyah's analysis of the appointment of regional head officials during
the vacant regional head position.

This research is a normative legal research (normative juridical), namely
approach research that is carried out based on the main legal materials by
examining the theories, concepts, and legal principles as well as laws and
regulations related to this research. With a descriptive research nature that aims
to describe a problem using a statutory approach (statue approach) and a
conceptual approach (conceptual approach). Then the research data was collected
through reading the text then described and analyzed using the theory of hughq ar-
rai‘iyah from siyasah syariyah science.

The results of this study are: 1) The 2024 simultaneous regional elections
have several impacts, namely the 2024 simultaneous regional elections have the
potential for fraud by government officials for the benefit of individuals or groups,
because officials are appointed by the central government without any public
participation at all. In addition, it will also affect the quality of democracy in
Indonesia due to the large number of regions led by regional head officials. 2) In
the concept of siyasah syar'iyah there is a correlation and differentiation of the
appointment of regional head officials. The correlation between the appointment of
regional head officials and siyasah syar'iyah includes, the appointment of officials
is needed because it is to avoid vacancies in the position of regional head in
accordance with siyasah syar'iyah. While the defension of the appointment of
regional head officials lies in the mechanism for determining and appointing
regional head officials that is not in accordance with huqug ar-rai'yah. Where there
are restrictions on the rights of the community in determining their regional
leaders.

Keywords: Simultaneous regional elections, Regional Head Officials, Siyasah
Syar'iyah
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PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22

Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
I Alif Tidak di lambangkan
< B’ B Be
< Ta T¢ Te
& sa’ $ Es (dengan titik di atas)
z I J Je
z H&’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
- Dal D De
3 Zal V4 Zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
D 7a’ Z Zet
o Sin S Es
b Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
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o= | Dad d De (dengan titik di bawah)
L | T® t Te (dengan titik di bawah)
L | z& z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ¢ Koma terbalik ke atas

¢ Gain G Ge

< | Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

g | Kaf K Ka

J Lam L ‘el

B Mim M ‘em

o Nun N ‘en

g Wawu W W

° Ha’ H Ha

s ‘ ‘ Apostrof

< Ya’ . Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

“s

aih

Ditulis

Muta’ addidah

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata




a. Bila ta’ marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata

Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat,

zakat, dan sebagainya.

Ditulis

hikmah

Ditulis

Jizyah

b. Bila ta’ marbitah di ikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan

kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h

NEPNRES

Ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bilata’ marbitah hidup dengan harakat fathdh, kasrah, dan dammabh ditulis

t
PR Ditulis Zakat al-fitrf
D. Vokal Pendek
........ Fathah Ditulis A
N £ Kasrah Ditulis I
........ dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang




1. Fathah + alif Ditulis A
i
Ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis A
Ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis I
slstal) Ditulis al- ‘Alwani
4. | Dammah + wawu mati Ditulis U
psle
Ditulis Uliim
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati Ditulis ai
ditulis
Gairihim

b e

Xi




2. | Fathah + wawu mati Ditulis au

ditulis
Js Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis
a’antum
e Ditulis u’iddat
OY A8 Ditulis
la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

VAl Ditulis Al-Qur’an
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2. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikuti, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Al Ditulis ar-Risalah

sloall Ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
dal giN Ditulis Ahl ar-Rayi
Jal A Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam

trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
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yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal
nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata

sandangnya. Contoh:

ol a8 O sl (liaay Heca

Syahru ramadan al-lazi unzila fihil-Qur’a

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,
shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-
kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh
Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang
menganut konsep demokrasi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Repunblik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang
berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik™ dan
Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi "...Kerakyatan yang dipimpin
olen hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”. Selain itu, negara
demokrasi merupakan konsep negara yang didalamnya mengakomodir prinsip-prinsip
negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Di mana, prinsip demokrasi menjadi alat
untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum dan memberikan
jaminan yang kuat akan Kketerlibatan dan partisipasi masyarakat luas dalam

pengambilan suatu kebijakan.

Pada dasarnya, kekuasaan negara demokrasi berada di tangan rakyat demi
kepentingan bersama. Demokrasi yang dimaksud di sini ialah suatu sistem
pemerintahan dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara serta sebagai
penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan

pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaanya, baik secara langsung

1 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945.



oleh rakyat atau melalui lembaga perwalian. Pemilik kekuasaan tertinggi yang
sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari
berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah

diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.?

Salah satu implementasi dari demokrasi di Indonesia ialah Pemilihan Kepala
Daerah (pilkada). Mengapa demikian? Karena, pilkada merupakan sarana untuk
mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta
suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan
pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat
dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan
pilkada yang demokratis adalah adanya partisipasi rakyat dalam politik negara.
Partispasi masyarakat dalam pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya,
sebab pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang menjadi cerminan dari kualitas
demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus

ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan.?

Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara periodik yang
dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Hal itu diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015

2 Widyana dan Fikriansyah, “Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,”
him, 56.

3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan sutrisno, “PARTISIPASI WARGA
NEGARA DALAM PILKADA,” hlm, 36.



yang membahas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang. Dalam pasal tersebut berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun
sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
Akan tetapi, terdapat penundaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023 yang
diselenggarakan pada tahun 2024 dibarengkan dengan Pemilihan Presiden, DPR,
DPRD, dan DPD. Karena adanya penundaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023
tersebut, terdapat 271 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya sehingga
diperlukan mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah guna
menghindari berhentinya kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Dengan
demikian, apabila pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 ditunda dan dilaksanakan pada
tahun 2024, maka secara praktiknya sudah menyalahi aturan Pasal 1 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pilkada yang seharusnya dilaksanakan setiap lima tahun
sekali menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Selain itu, penundaan
pilkada dapat menimbulkan dampak besar di setiap daerah. Misalnya, kekosongan

jabatan kepala daerah sampai pada dilaksanakannya pilkada.

Dalam menghadapi kosongnya jabatan kepala daerah pada masa transisi
pilkada serentak nasional tahun 2024, terdapat beberapa mekanisme yang dapat

digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, yakni melalui

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



pengangkatan pelaksana harian (Plh), Pelaksana tugas (PIt), penjabat sementara (Pjs),
dan penjabat (Pj) kepala daerah.® Sebagaimana kasus yang sudah terjadi di Jawa Barat
pada tahun 2018, terdapat kekosongan jabatan kepala daerah ditingkat provinsi, maka

ditunjuklah penjabat (Pj) Gubernur yakni Kompol M. Iriawan.®

Penundaan pilkada yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 mengakibatkan
sebanyak 271 daerah (101 daerah pada tahun 2022, dan 170 daerah pada tahun 2023)
baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami kekosongan penjabat kepala
daerah karena masa jabatannya sudah habis. Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah
menjadi pilihan utama pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya kekosongan
kekuasaan (vacuum of power) di daerah daerah tersebut. Terdapat 101 kepala daerah
yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022, yakni terdiri dari 7 gubernur, 76
Bupati, dan 18 tingkat Walikota.” Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 170 kepala
daerah yang masa jabatannya berakhir sehingga harus diangkat penjabat (Pj) kepala
daerah sebagai penggantinya, yakni terdiri dari 18 Gubernur, 115 Bupati, dan 38

Walikota.?

Meskipun pilkada serentak nasional pada 2024 sesuai dengan Pasal 201 ayat

(9), ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016, mengharuskan adanya Penjabat

5 Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, Penjabat Kepala Daerah (Yogyakarta: Thafa Media,
2019), him. 4.

6 https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/15194841/polri-kaji-ulang-pengangkatan
perwira-aktif-sebagai-penjabat-gubernur?page=all, diakses pada 20 Juni 2022.

7 https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-
101kepa|a daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada, diakses pada 20 Juni 2022 Puku 21. 29 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-

habismasa-jabatan-pada-2023-ini-daftarnya..., diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 21.35 WIB.
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https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-habismasa-jabatan-pada-2023-ini-daftarnya

(Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa
jabatannya habis sebelum 2024, Yaitu kepala daerah yang masa jabatannya habis pada
tahun 2022 dan 2023, namun apakah hal ini tidak merusak sistem demokrasi yang
diterapkan di Indonesia. Mengingat dalam negara demokrasi, rakyat berperan sebagai
penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaanya. Sedangkan
penunjukan penjabat (Pj) sama sekali tidak melibatkan partisipasi DPRD maupun
masyarakat daerah dalam setiap proses tahapannya, sehingga masyarakat selaku
pemegang kedaulatan daerah terabaikan. Hal ini didasari karena, dalam Pasal 174 ayat
(7) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan penjabat
gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/walikota.
Selanjutnya, di dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 juga
menjelaskan bahwa penjabat (Pj) gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya

dan penjabat (Pj) bupati/walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Selain dari kurangnya faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam
penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah, ada juga faktor yang menjadi problematk
dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah, yakni kewenangan dari penjabat (Pj)
kepala daerah yang terbatas. Berbeda halnya dengan kepala daerah defenitif, penjabat
(Pj) kepala daerah, memiliki kewenangan yang sangat terbatas dan akan berpotensi
besar adanya kontrol yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan

peerintahan daerah. Sehingga pada masa kekosongan jabatan kepala daerah yang akan



diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah menjadikan kurangnya optimalisasi dalam

menjalankan pemerintahan daerah.

Menurut penulis mengenai hal di atas, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah
akan ada benyak penolakan dari masyarakat, karena kewenangan yang dimiliki
penjabat (Pj) kepala daerah yang terbatas, maka akan menimbulkan beberapa
permasalahan hukum. Pertama, apakah dengan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah
yang memiliki kewenangan terbatas akan benar-benar mengisi kekosongan jabatan
kepala daerah? Mengingat terbatasnya kewenangan penjabat (Pj) kepala daerah yang
menjadikan kurangnya optimalisasi dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kedua,
apakah dengan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah akan menerima legitimasi dari
masyarakat? Mengingat penjabat (Pj) kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh
masyarakat melalinkan dipilih oleh Presiden dan Mentri Dalam Negeri. Sedangkan

dalam negara demokrasi, kedaualan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Meskipun dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah meimbulkan
beberapa permasalahan hukum, kekosongan jabatan kepala daerah harus tetap diisi
oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat
(10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi:“Untuk mengisi kekosongan
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat



Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada

tahun 2024 .°

Berdasarkan dengan bunyi Pasal di atas, dapat dipahami bahwa pada masa
kekosongan jabatan kepala daerah haruslah diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah.
Apabila penjabat (Pj) kepala darah tidak menjabat pada masa kekosongan jabatan,
tentunya akan menyalahi aturan yang sudah dibuat dan apabila penjabat (Pj) kepala
daerah tidak menjabat, maka akan menimbulkan kurangnya pelayanan publik di

beberapa daerah yang terdampak.

Dengan demikian, penulis mengetahui betapa pentingnya membahas
permasalahan tentang penundaan pilkada serentak 2024 yang berdampak pada
kekosongan jabatan kepala daerah dengan menggunakan judul “PENGANGKATAN
PENJABAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP JABATAN KEPALA DAERAH
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH”. Hal ini didasari karena penundaan pilkada
serentak 2024 akan berpengaruh terhadap berjalannya pemerintahan daerah yang
optimal demi kenyamanan masyarakat. Sebagai pisau analisis, Penulis menggunakan
perspektif siyasah syar’iyah. Perspektif ini berperan untuk menguraikan validitas dan

legitimasi masyarakat dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh

® Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang.



penjabat (Pj) ditinjau dari huquq ar-rai’iyah dalam politik. Pisau analisis ini akan
digunakan untuk menjelaskan lebih rinci tentang hak-hak masyarakat dalam politik
yang berpengaruh terhadap proses atau mekanisme pengisisan kekosongan jabatan
kepala daerah. Selanjutnya, analisis ini diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi

pemerintah dalam melaksanakan pilkada serentak nantinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka skripsi yang berjudul “Pilkada
Serentak 2024 dan Dampaknya Terhapad Kekosongan Masa Jabatan Kepala Daerah

Perspektif Siyasah Sar’iyah” akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hukum dari pengangkatan penjabat terhadap
kekosongan jabatan kepala daerah?
2. Apakah penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah sudah sesuai dengan

konsep demokrasi di Indonesia perspektif siyasah syar’iyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan

dari penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum dari pilkada serentak

2024 terhadap kekosongan masa jabatan kepala daerah.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis penunjukan penjabat (Pj) kepala
daerah dengan konsep demokrasi di Indonesia perspektif siyasah

syar’iyah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan
tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat manfaat baik
secara teoritis maupun praktis. Adapaun manfaat yang hendak dituju dari penelitian ini

antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

a. Sebagai suatu sumbangan ilmu hukum ketatanegaraan khususnya
dalam permasalahan yang berhubungan dengan kekosongan jabatan
kepala daerah dan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di
Indonesia.

h. Sebagai suatu jawaban teoritis terhadap permasalahan hukum yang
dinamis khususnya dalam bidang ketatanegaraan dan pembentukan
peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis
a. Sebagai suatu masukan dan tawaran solusi dalam penyelesaian
masalah terkait pilkada serentak 2024 dan dampaknya terhadap
kekosongan jabatan kepala daerah serta penunjukan penjabat (Pj)

kepala daerah di Indonesia dengan perspektif Siyasah Syar’iyah.
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b. Sebagai suatu refrensi bagi pengembangan ilmu hukum
ketatanegaraan untuk penelitian selanjutnya

c. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat keleulusan S1 program studi
Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Sunan Kalijaga Yogyakarta.
E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian berbasis data pustaka.
Kajian Pustaka memuat mengenai penjabaran hasil-hasil penelitian secara sistematis
yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai
keterkaitan atas penelitian yang hendak dilakukan maupun dari berbagai sumber buku
yang didalamnya ditemukan pandangan dari sebagian ahli. Adapun penelitian yang

mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Maulida Rita Widyana dan Addien
Fikriansya yang berjudul “Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak
2024”.1° Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif
deskriptif karena menjelaskan mengenai dampak dari diberlakukannya Pilkada dengan
Pemilu Nasional tahun 2024. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai
dampak dari adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 akan terjadi pada

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan terjadinya kompleksitas masalah pada Pemilu

10 Maulida Rita Widyana, Addien Fikriansyah “Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada
Serentak 20247, Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN 2809 -3321, Vol. 4 No. 2 2021, him 52-65.
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2019 yang akan terulang kembali. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui secara nyata
mengenai penyebab pemerintah meniadakan Pemilihan Kepala Daerah 2022 dan 2023

dengan melihat konteks yang terjadi pada Pemilu serentak pada tahun 2019.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Saniatun yang berjudul “Dampak Penundaan
Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah”.! Jenis Penelitian
yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan
menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang undangan. Penelitian
ini menjelaskan tentang Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa
Jabatan Kepala Daerah. ada 2 (dua) dampak yang paparkan dalam penelitian ini, yaitu:
dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, amanat regulasi yang berlaku
tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi,
mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin
oleh penjabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Dampak negative, resiko
penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang
semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput, dari amanat
regulasi perlu ada skema baru terhadap jabatan kepala daerah terkhususnya hal ini
harus di jawab oleh Perppu. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) tetap
sama dengan Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang

pilkada yang mengatur mekanisme pengisian lowong jabatan.

11 Saniatun, “Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala
Daerah,” Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara,
(2021).
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Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Richard Kennedy, Bonaventura Pradana
Suhendarto dengan judul “Diskursus Hukum:Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala
Daerah di Masa Pandemi Covid-19”.12 Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa
untuk mencegah dan sebagai solusi kekosongan jabatan kepala daerah, diantaranya
melalui penunjukkan penjabat sementara atau pelaksana tugas (PIt), Pilkada tidak
langsung, dan Pilkada menggunakan sistem Pemilu elektronik. Masing-masing pola
memiliki kelebihan dan kekuranganya, dengan argumentasi logis dan yuridis yang kuat

dan dapat menjadi pertimbangan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh M Addi Fauzani dan Aprillia Wahyuningsih
yang berjudul “Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala
Daerah”.*® Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberpa masalah hukum.
Pertama, problematik Penjabat dalam mengisi kekosongan Kepala Daerah akibat
Pilkada serentak yaitu, a) ketidaksinkronan aturan mengenai pengisian jabatan kepala
daerah dalam hal terjadi kekosongan; b) masalah legitimisai penjabat dan pengisian
kekosongan kepala daerah terlampau lama; c) potensi disimpanginya otonomi daerah
dengan sentralisasi kekuasaan di bawah kementrian dalam negeri; d) limitasi

kewenangan penjabat dalam peraturan perundang-undangan tidak seluas Kepala

12 Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, “Diskursus Hukum: Alternatif Pola
Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, him 188-204.

13 M Addi Fauzani dan Aprillia Wahyuningsih, “Problematik Penjabat dalam Mengisi
Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, Jurnal Prosiding Seminar: Call for Papers Kenegaraan,
Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, 29 Maret 2021, him 346-362.
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Daerah definitif. Kedua, solusi hukum atas pengisian kekosongan Kepala Daerah
akibat Pilkada serentak yaitu: a) bagi jabatan kepala daerah yang masa jabatannya
kosong kurang dari 18 bulan yaitu jabatan kepala daerah yang habis tahun 2023 maka
diangkat Penjabat; b) bagi jabatan kepala daerah yang masa jabatannya kosong di atas
18 bulan yaitu jabatan kepala daerah yang habis tahun 2022 maka kepala daerah akan

dipilih lewat DPRD yang akan menjabat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Dadan Ramdani yang berjudul “Problematika
Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional
Tahun 2024”.1* Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang penunjukan penjabat
kepala daerah untuk mengisi kekosongan penjabat kepala daerah definitif yang
disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia yang telah
menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Penulis menggunakan Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum penunjukan penjabat kepala daerah
tersebut, telah dilakukan uji materi yang menghasilkan Putusan MKRI Nomor
67/PUU-XI1X/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUUXX/2022, untuk menjadi acuan

dalam penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah,

14 Dadan Ramdani, “Problematika Penunjukan Kepala daerah Pada Masa Transisi Pilkada
Serentak Nasional Tahun 2024,” Program Study Program Magister Universitas Islam Indonesia, (2022),
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dalam penelitian ini Penulis hanya akan berfokus pada: 1) mengidentifikasi dampak
hukum dari pilkada serentak 2024 terhadap kekosongan masa jabatan kepala daerah;
2) mengidentifikasi Pj dalam mengisi kekosongan masa jabatan kepala daerah sesuai
tidaknya dengan sistem demokrasi di Indonesia ditinjau dengan perspektif siyasah

syari’ah.
F. Kerangka Teoritik
1. Siyasah Syar’iyah

Siyasah syar’iyyah dari segi bahasa mengandungi dua lafaz. Lafaz
pertama, ialah siyasah dan lafaz kedua ialah syar’iyyah. Al-siyasah
mengandungi makna ‘kepimpinan’ dengan melaksanakan sesuatu urusan. Lafaz
kedua, Syar’iyyah adalah perkataan yang diambil dari lafaz syara’ yang dari segi
bahasanya bermaksud jalan yang lurus. Syar’iyyah bermaksud jalan untuk
mencapai sesuatu tujuan syariah berlandaskan perintan Allah yang
bersumberkan al-Quran, al-Sunnah, ljmak, Qiyas dan sumber yang lain.t®
Terminologi dari Siyasah Syar’iyyah menurut Abdu al-Salam al-Alim adalah

setiap tindakan syar i yang sesuai dengan maksud-maksud syari’at secara umum

15 Muhammad Khalil Abdul Hadi & Jamalluddin bin Hashim, “Siyasah Syar’iyah Menurut
Perspektif Al-qur’an dan Al-sunnah dalam Konteks Semasa”, At-Tahkim, Vol. 9, No. 08.07, 2019, him.
1.
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dan mewujudkan tujuan-tujuan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan

serta menjauhkan mereka dari kerusakan.®

Siyasah Syar’iyah merupakan bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal
pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan,
dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan
dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan

masyarakat.'’

Dalam kajian siyasah syar’iyah terdapat keriteria-Kriteria yang harus
dipenuhi dalam mengeluarkan suatu kebijakan politik. Adapun kriteria-kriteria

yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at islam

b. Persamaaan (al-musawah) kedudukan manusia didepan hukum dan
pemerintah.

c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ( ‘adam
al- haraj)

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahgiq al-adalah)

e. Menciptakan memaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-

masalih wa daf al-mafasid)

18 Dr. Qazdafi ‘Izzat al-Ghananim, Mabadi’u al-Siyasah al-Syar’iyyah wa Dauruha fi allshlah
al-Tasyri’ fi al-Daulah, Bahats 2007, him. 3
17 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figih, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), him. 123.
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Selanjutnya dalam ilmu siyasah syar’iyah menjelaskan tentang Huquqg
ar-rai’iyah (hak-hak rakyat) dalam politikHak-hak tersebut antara lain: a. hak
atas musyawarah; b. hak atas kebebasan berpendapat; c. hak untuk memilih
imarah (pemimpin). Hak-hak pollitik yang dimiliki masyarakat haruslah
terpenihu. Hak-hak tersebut ditujukan guna mencapai keharmonisan dalam
bernegara dan membantu ulil amri (pemimpin) untuk mempermudah jalannya

untuk menjadi peimpin yang bijaksana.
2. Teori Kepemimpinan

Memahami konsep kepemimpinan tidak terlepas dari mempelajari
perilaku, karakteristik, dan gaya dari individu yang diserahi tanggung jawab
untuk memimpin. Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamabh,
Imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang
pemimpin atau tindakan dalam memimpin. sedangkan secara terminologinya
adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-
tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah
upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi

kenyataan.'®

107.

18 Budi Sunarso, Teori kepemimpinan, (Yogyakarta: CV. Madani Berkah Abadi, 2023) him,
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Untuk dapat melihat konsepsi kepemimpinan ada beberapa terminologi
yang dapat Anda pergunakan dilihat dari luasnya substansi kita memandang,

maka kepemimpinan itu dapat dilihat dalam arti yang luas dan arti yang sempit.

Dalam pengertian luas kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai

berikut:*®

=

Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok.

2. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam
banyak kegiatan.

3. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut
dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela.

4. Kemampuan seni/art/teknik untuk membuat sekelompok orang dengan
segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam
mencapai tujuannya yang telah di tetapkan.

Dalam konteks konsep kepemimpinan kontemporer secara terperinci
menganggap bahwa kepemimpinan merupakan proses saling mempengaruhi
antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Elemen kunci
kepemimpinan meliputi: pemimpin-pengikut, pengaruh, orang, perubahan dan
tujuan yang akan dicapai. Pemimpin yang efektif mempengaruhi pengikutnya

dalam berpikir bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan pula

19 Budi Sunarso, Teori kepemimpinan, him, 9.
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untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
kepemimpinan adalah mengarahkan orang (lain) dalam misi pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan. Definisi kepemimpinan ini mengandung makna bahwa
pengikut yang baik juga menunjukkan peran kepemimpinan jika diperlukan,
artinya pengikut bisa saja mempengaruhi pemimpinnya. Karena itu, definisi
kepemimpinan kontemporer ini menunjukkan bahwa proses mempengaruhi

terjadi antara pemimpin dan pengikut secara timbal balik/dua arah.

G. Metdologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya.
Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data
penelitiannya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat
deskriptif- analitik, yaitu dengan mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Dengan metode ini diharapkan



19

penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah
yang akan dilanjutkan dengan menganalisa pokok masalah dan akan sampai
kepada sebuah kesimpulan.
3. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau dokrinal
bertujuan untuk mendekati masalah dengan kaidah-kaidah hukum berdasarkan

norma-norma hukum yang berlaku.

4. Sumber Data
Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa

data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer
Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

b. Sumber Sekunder
Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan
terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi,
jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun
doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian
ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang
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dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan
pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata
negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus
identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus

Hukum, berita, atau perkuliahan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan dapat di pahami
dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga
menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karenanya peneliti membagi sistematika
yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, penulis menjabarkan identifikasi dan pengenalan masalah tentang
pilkada serentak 2024 dan danmpaknya terhadap kekosongan jabatan kepala daerah
yang terangkum dalam latar belakang. Kemudian penulis merumuskan masalah dari
topik yang akan dibahas. Selanjutnya penulis menjabarkan tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian sebelumnya yeng berkaitan
dengan penelitian penulis, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika
pembahasan skripsi.

Bab kedua, penulis menjabarkan mengenai pengembangan teori pada bab I
yang meliputi tinjauan hukum siyasah syar’iyah dengan beberapa poin antaranya: a.

definisi siyasah syar’iyah; b. ruang lingkup; c. kriteria-kriteria; d. jabatan-jabatan
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dalam pemerintahan (wilayat); e. huquq ar- rai’iyah (hak-hak rakyat) dalam politik.
Kemudian penulis menjabarkan teori demokrasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, penulis menjabarkan potret pilkada serentak di Indonesia dan
pilkada menurut UUD 1945, serta mekanisme pengisian jabatan kepala daerah pada
masa kekosongan jabatan kepala daerah melalui penjabat (Pj) kepla daerah.

Bab keempat, penulis analisis mengenai dampak hukum dari pilkada serentak
2024 terhadap kekosongan masa jabatan kepala daerah, dan penunjukan Pj kepala
daerah sudah sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia dengan menggunakan
perspektif siyasah syar’iyah sebagai pisau analisisnya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini menerangkan
isi kesimpulan yang menjawab terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil analisis

penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pilkada serentak 2024 menimbulkan beberapa dampak hukum diantaranya
ialah rusaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang disebabkan oleh
mekanisme pengangkatan dan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang
bersifat elastis karena hanya Presiden dan Menteri Dalam Negeri,
menyebabkan masyarakat daerah selaku pihak yang terdampak langsung tidak
dapat menentukan pemimpin yang akan mempimpin daerahnya. Hal ini jelas
akan merugikan masyarakat daerah karena mereka akan dipimpin oleh
pemimpin yang sama sekali bukan pilihan mereka sendiri dan berpotensi akan
memihak kepada pemerintahan pusat dibandingkan kepada masyarakat itu
sendiri. Dengan ditunjuknya penjabat oleh pemerintahan pusat mengakibatkan
potensi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan demi kepentingan
individu atau kelompoknya. Selain itu, masa jabatan Pj kepala daerah yang
hanya 1 (satu) tahun dan bisa ditambah 1 (satu) tahun lagi baik dengan orang
yang sama atau dengan orang yang berbeda, menjadikan satu daerah bisa
melakukan penunjukan Pj kepala daerah 1 (satu) kali atau lebih. Dalam hal ini,

penunjukan Pj kepala daerah hanya digunakan sebagai ajang pemerintah pusat

90



91

memberikan reward bagi yang berpotensi lebih mendukung pemerintah
daripada masyarakat.

2. Dalam tinjauan Siyasah Syar’iyah, penunjuan penjabat (Pj) kepala daerah pada
dasarnya tidaklah menjadi hal yang bertentangan karena pengisisan
kekosongan jabatan atau kepemimpinan merupakan merupakan hal yang sangat
penting bagi kemaslahatan daerah dan menjalankan hukum Allah. Namun
berdasarkan mekanisme penetapan dan penunjukannya belum menggambarkan
apa yang ada dalam siyasah syar’iyah mengenai huquq ar-raiyah (hak-hak
masyarakat), karena dalam penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah dilakukan
oleh pemerintah pusat yakni oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri tanpa
campur tangan DPRD sebagai perwakilan masyarakat ataupun masyarakat itu
sendiri. Selain itu, dalam Auqugq ar rai’iyah juga dijelaskan bahwa masyarakat
mempunyai hak-hak dalam urusan politik demi mencapai keharmonisan dalam
bernegara yakni, hak atas musyawarah, hak menyampaikan pendapat dan hak
untuk memilih imarah. Dalam hal penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah
tanpa meibatkan masyarakat termasuk hal yang sudah menyalahi huquq ar-
ra’iyah, Kkarena hak masyarakat dalam memilih imarah dibatasi oleh

pemerintahan pusat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, saran-saran yang

dapat penulisan berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah, hendaknya adanya
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partisipasi publik baik secara langsung maupun melalui DPRD sebagai dewan
perwakilan untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingannya terlebih
dalam penunjukan penjabat publik yang akan berdampak langsung bagi
masyarakat daerah.

Bagi pemerintah, perlu adanya pembentukan aturan pelaksana berupa Peraturan
Pemerintah dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 terkait syarat, prosedur
penunjukan dan kewenangan penjabat kepala daerah berdasarkan pada hukum
dan UUD 1945, untuk menjamin adanya pelaksanaan undang-undang yang
berkepastian hukum dan jelas.

. Secara spesifik skripsi ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa
terkhususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Unitersitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melanjutkan penelitian ini, karena penulis
sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, dengan menkaji
peraturang yang baru diterbitkan mengenai penunjukan kepala daerah yang

baru diterbitkan, yakni Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.
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